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ABSTRAK 

 

 
A. Nama  : Clara Claudya (205180298) 

B. Judul Skripsi  : Akibat Hukum Peralihan Status Pegawai Komisi 

Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Dikaitkan 

Dengan Prinsip Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam 

Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

C. Halaman  : vii + 79 Halaman (2021) 

D. Kata Kunci  : Independensi, Komisi Pemberantasan Korupsi, 

Perubahan Undang-Undang 

E. Isi Abstrak  : 

Pentingnya independensi yang dimiliki lembaga Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) yaitu untuk mempercepat kinerja lembaga Komisi 

Pemberantasan Korupsi itu sendiri. Namun, dengan disahkannya 

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi mengakibatkan pelemahan terhadap lembaga 

Komisi Pemberantsan Korupsi. Prinsip-prinsip independensi Komisi 

Pemberantasan Korupsi sebagaimana tipikal state independent agencies 

dan anti-corruption agencies semakin memudar dengan adanya 

pengaturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Perubahan tersebut 

berimplikasi pada berubahnya status pengawai Komisi Pemberantasan 

Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara dan sebagai obyek hak angket 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi Pemberantasan Korupsi 

memiliki ruang gerak semakin terbatas dan tidak bebas dari pengaruh 

kekuasaan lainnya, khususnya eksekutif. Tanpa mereposisi 

kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi agenda pemberantasan 

korupsi semakin tidak tentu arah. Hasil dari penelitian ini menunjukan 

telah hilangnya independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dengan 

diubahnya isi dari Pasal 3 Undang-Undang Komisi Pemberantasan 

Korupsi. Pelemahan lembaga ini terlihat dengan dibentuknya dewan 

pengawas, kemudian pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi beralih 

status menjadi Aparatur Sipil Negara, sehingga mengakibatkan 

terikatnya Komisi Pemberantasan Korupsi dengan komando pusat yang 

membatasi ruang gerak lembaga ini. 

 

F. Acuan : 24 buku (1984-2020), 5 Peraturan Perundang-

Undangan, 14 Jurnal, 7 Internet dan 2 wawancara. 

G. Pembimbing : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H 

H. Penulis : Clara Claudya 
 



 

DAFTAR SINGKATAN 
 

 

 
 

ASN adalah Aparatur Sipil Negara 

Dewas adalah Dewan Pengawas 

DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

ICW adalah Indonesia Corruption Watch 

Komnas HAM adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi 

MK adalah Mahkamah Konstitusi 

PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

UU adalah Undang-Undang 

 


